
 
 
 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR  15  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN  KEDUA  ATAS   PERATURAN  BUPATI  SUKOHARJO NOMOR       
44 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TOKO TRADISIONAL/KLONTONG    

DI KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
  
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah khususnya 
dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan Toko 
Tradisional/Klontong di Kabupaten Sukoharjo 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Penataan Toko Tradisional/Klontong di 
Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan 
Toko Tradisional/Klontong di Kabupaten Sukoharjo 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Penataan Toko Tradisional/Klontong di 
Kabupaten Sukoharjo,  perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan 
Toko Tradisional/Klontong Di Kabupaten Sukoharjo; 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4742); 

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-
DAG/PER/9/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1814); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 
Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten 
Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 178); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 250); 
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18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Penataan Toko Tradisional/Kelontong di 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan 
Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 
Nomor 32); 

 

MEMUTUSKAN : 
  

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
SUKOHARJO NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN 
TOKO TRADISIONAL/KLONTONG DI KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penataan Toko 
Tradisional/Kelontong di Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 44) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Penataan Toko Tradisional/Kelontong di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2018 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 16 

(1) Setiap penyelenggara usaha Toko Tradisional/Kelontong 
yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini 
dapat dikenakan sanksi administrasi. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penutupan/penyegelan; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

(3) Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan dengan pemberian peringatan tertulis 
kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab Toko 
Tradisional/Kelontong. 

(4) Pengenaan sanksi administrasi berupa penutupan/ 
penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan 
peringatan tertulis. 
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(5) Dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa 
penutupan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b didahului dengan pemberiaan 
peringatan tertulis, maka penutupan/penyegelan 
dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan 
peringatan tertulis. 

(6) Pengenaan sanksi penutupan/penyegelan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditandai berupa: 

a. pemasangan tanda line perda; 

b. pemasangan peringatan belum berizin; dan/atau  

c. bentuk lain. 

(7) Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau bersama Tim 
dapat melakukan penutupan toko tradisional/kelontong 
disertai penyegelan dan pemasangan papan peringatan. 

(8) Pengenaan sanksi administrasi berupa penncabutan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
   Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 

 Ditetapkan    di    Sukoharjo 
 pada tanggal 12 Maret 2019 
 

        BUPATI SUKOHARJO, 
 

            ttd 

WARDOYO WIJAYA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  12 Maret 2019 

 

       SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 

                       ttd 

                      

          AGUS SANTOSA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2019 NOMOR 15 

 


